













Masalah gender sampai saat ini masih menjadi isu yang cukup sering dibahas di berbagai belahan dunia. Banyaknya bentuk ketidakadilan karena pembedaan yang didasarkan pada jenis kelamin dapat dengan mudah kita jumpai. Ketidakadilan gender  sendiri diartikan sebagai sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk diskriminasi, seperti marginalisasi, subordinasi, pembentukan streotipe​[1]​, kekerasan (violance), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi idiologi peran gender.​[2]​
Adanya perbedaan gender sebenarnya tidaklah menjadi masalah asalkan tidak tercipta bentuk ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki terutama bagi kaum perempuan. Hal itu kemudian yang menjadi salah satu pemicu lahirnya gagasan kesetaraan gender hampir di segala aspek kehidupan, baik pada ranah domestik maupun publik. Perempuan dalam hal ini kemudian menjadi pelaku utama dalam semangat menyuarakan dan menegakkan kesetaraan akibat ketidakadilan yang dialami. Berangkat dari rasa ketidakadilan atau diskriminasi itulah, kemudian muncul berbagai gerakan feminis yang kemudian mengusung nama perempuan, dan dengan tujuan membela kepentingan perempuan serta diharapkan dapat membawa keadilan yang lebih memihak pula pada perempuan.​[3]​
Dalam kajian antropologi menyebutkan bahwa latarbelakang terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, dapat dijelaskan dengan menggunakan  konsep evolusi organisasi yang diajukan oleh N.H. Fried. Ia menganggap  manusia dalam masyarakat pada awalnya memiliki hubungan yang merata (Egalitarian). Tetapi seiring dengan berkembangnya sistem pembagian kerja, terbentuk masyarakat bertingkat (rank societies), sehingga penilaian hanya didasarkan pada besarnya fungsi atau kebermanfaatan seseorang dalam masyarakat saja, yang kemudian berdampak pula pada penilaian terhadap gender.​[4]​ Dari situlah kemudian muncul berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Kurangnya kiprah perempuan pada sektor publik khususnya pembangunan nasional dan di kehidupan sehari-hari, menjadi salah satu alasan mengapa perempuan mengalami pendiskriminasian dalam banyak hal, termasuk dalam keluarga. Keluarga sendiri merupakan subsistem atau bagian kecil dari masyarakat, yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai normatif antar anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena dalam keluargalah semua struktur, peran, dan fungsi sebuah sistem itu berada. 
Dalam sebuah keluarga, akan selalu ada proses negosiasi yang tidak akan pernah selesai. Dimana dalam prosesnya segala bentuk perbedaan harus menemukan keseimbangan, khususnya dalam pembagian peran dan fungsi antar anggota keluarga. Oleh karenanya, dengan berbagai perbedaan itu, diharapkan agar seluruh anggota keluarga dapat memperkuat fungsi keluarga sebagai tempat pertama bagi sesama anggotanya untuk saling mengenal, belajar dan bertumbuh serta mencurahkan kasih sayang. Maka dengan keseimbangan yang terjadi, diharapkan masing- masing anggota mampu mengemban perannya sesuai dengan yang diharapkan meskipun mungkin tidak sempurna atau ideal.




Hal ini dapat dibuktikan melalui teori evolusi keluarga yang dikemukakan oleh J.J. Bachofen dalam bukunya Das Mutterecht. Ia mengungkapkan bahwa matriarchate​[5]​ sebagai tingkatan kedua dalam proses perkembangan keluarga manusia. Dimana pada tahap ini, anak-anak hanya mengenal ibunya tetapi tidak mengenal ayahnya sehingga sistem pengelompokan sosial dan garis keturunan diperhitungkan melalui ibu. Selain itu, timbulnya adat eksogami​[6]​ menyebabkan seorang ibu dapat  menjadi kepala dan penguasa bagi seluruh keluarga.
Tetapi seiring dengan perkembangannya, para pria tidak puas dengan keadaan ini, lalu mengambil calon-calon istri mereka dari kelompok-kelompok  lain dan membawa gadis-gadis itu ke kelompok mereka sendiri, sehingga keturunan yang dilahirkan juga tetap tinggal dalam kelompok pria. Kejadian ini menyebabkan secara lambat laun timbulnya kelompok-kelompok keluarga dengan posisi ayah sebagai kepala keluarga yang disebut dengan patriarchate​[7]​ (tingkatan ketiga dalam evolusi keluarga).

Berubahnya adat eksogami menjadi endogami​[8]​ yaitu perkawinan di dalam batas-batas kelompok yang membuat anak-anak dapat berhubungan secara langsung dengan ayah dan ibunya menyebabkan patriarchate lambat laun hilang dan berubah menjadi suatu susunan parental (sistem kekerabatan yang memperhitungkan dari keduanya yakni ayah dan ibu).​[9]​ Namun meskipun begitu, tetap saja kedudukan suami jika dibandingkan dengan peranan istri sampai saat ini masih memegang peranan penting dan kekuasaan yang besar disegala aspek kehidupan.
Di era modern yang semakin maju ini, untuk pembagian tugas dan peran antara suami dan isteri memang sudah lebih fleksibel. Terlebih ketika masalah  kesetaraan gender dalam rumah tangga telah banyak disuarakan. Sikap saling membantu antara suami- istri memang butuh pengertian dan kompromi antar keduanya, sehingga kompromi dan kerja sama yang dibina dapat saling menguntungkan kedua belah pihak dan mampu meredam salah satu sumber pemicu lahirnya konflik dalam rumah tangga.
Keluarga dalam hal ini diibaratkan sebagai suatu sistem. Antara suami, isteri, dan anak memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing- masing yang harus dipenuhi. Jadi ketika salah satu anggota tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, atau anggota keluarga yang satu ikut campur (mengintervensi) peran dari anggota keluarga lain, maka akan terjadi ketimpangan dalam keluarga, yang mungkin saja dapat berdampak pada keutuhan keluarga tersebut.
Di Sulawesi Selatan sendiri khususnya pada suku Makassar, telah ada pola umum pembagian kerja dalam keluarga yang telah disepakati. Dimana suami di bebankan tugas untuk mencari nafkah bagi seluruh anggota keluarga dan bertanggung jawab pada semua kegiatan publik di luar rumah. Sedangkan istri dibebankan tugas untuk bertanggung jawab mengurus seluruh kegiatan rumah tangga mulai dari merawat anak, mengurus rumah sampai memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. 
Suami dalam hal ini diposisikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam keluarga. Masyarakat suku Makassar menganggap ketika seorang suami telah memenuhi dan melaksanakan tugasnya sebagai pencari nafkah, maka suami dianggap tidak perlu lagi terlibat dalam pekerjaan rumah tangga karena isterilah yang semestinya bertanggung jawab dalam hal tersebut. Jika suami memaksakan diri untuk ikut terlibat, maka biasanya suami akan dianggap laki-laki feminim yang konotasinya negatif oleh masyarakat, terutama para tetangga dan kerabat dekat. Anggapan atau pelabelan tersebut pada masyarakat suku Makassar dikenal dengan istilah kampidokang.
Kampidokang dapat diartikan sebagai laki-laki dengan kebiasaan yang suka mencampuri urusan atau pekerjaan perempuan. Label atau stigma “bura’ne kampidokang” adalah hal yang sangat memalukan bakan dianggap aib oleh masyarakat.  Hampir sebagian besar laki-laki suku Makassar tidak ingin dipanggil atau mendapat julukan seperti itu. 
Konsep kampidokang sendiri pengertiannya masih sulit didefinisikan dengan jelas bahkan dianggap abstrak. Hal ini dikarenakan, pembatasan untuk konsep kampidokang yang dimaksud, bisa saja berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, meskipun sama-sama bersuku Makassar. Pada penelitian ini, konsep kampidokang dibatasi pada pengertian laki-laki atau suami dengan perilaku yang terlalu mencampuri atau mengatur masalah rumah tangga terutama masalah keuangan. Jadi, Keikutsertaan suami dalam rumah tangga akan dianggap kampidokang, jika tidak ada pembicaraan sebelumnya atau persetujuan yang menyebabkan pada akhirnya istri merasa terganggu dan merasa dibatasi hak dan kewenangannya dengan perilaku tersebut.  
Di era modern ini, belakangan terjadi fenomena dimana suami juga ikut terlibat mengurusi rumah tangga utamanya pada keluarga-keluarga yang  terdidik. Orientasi peran gender mereka tentang pembagian peran dan tugas antara suami-istri lebih terbuka. Para suami kemudian tidak lagi sungkan terlibat langsung pada persoalan rumah tangga.
Keterlibatan  suami yang ikut membantu mengurusi pekerjaan istri dalam rumah tangga sebenarnya tidaklah menjadi masalah, bahkan sangat diharapkan. Peranan suami tersebut selain dapat mengurangi beban kerja istri, juga dapat membantu mengoptimalkan tumbuh kembangan anak lebih baik. Tetapi yang kemudian menjadi persoalan ketika keikutsertaan suami dalam mengurusi pekerjaan istri (domestic area), mengungkung atau membatasi apa yang menjadi hak-hak atau kewenangan perempuan sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dalam menjalankan perannya. Meskipun pada dasarnya suamilah yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangga, tetapi tetap ada porsi tersendiri yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam konstruksi pembagian gender bentukan masyarakat.
Pembagian kerja yang lebih fleksibel membuat pola relasi kerja suami-istri yang selama ini kaku dan tegas menjadi agak kabur. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran makna konsep kampidokang yang jika ingin menilai baik atau buruknya sudah agak sulit, karena di era yang semakin modern ini keikutsertaan suami dalam rumah tangga bukan lagi sesuatu yang tabu dan bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa saja. Dengan adanya perubahan tersebut, maka konsep kampidokang pun menjadi bias. Fenomena ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji bahwa dalam prosesnya telah terjadi perubahan sosial pada masyarakat suku Makassar dalam hal pembagian peran dan pola relasi keluarga antara suami dan istri.
Fenomena kampidokang ini banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk pada masyarakat suku Makassar di Kelurahan Karunrung. Daerah ini, meski berada pada sebuah kota metropolitan yang notabennya sudah modern, namun kehidupan sosial masyarakat disana cukup terkesan bersahaja selayaknya masyarakat tradisional yang ada di daerah pedesaan pada umumnya. Dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti memilih Kelurahan Karunrung sebagai lokasi penelitian. Dominasi penduduk bersuku Makassar pada daerah tersebut juga menjadi salah satu alasan ditetapkannya Kelurahan Karunrung sebagai lokasi penelitian.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mencoba mengangkat judul "Reinterpretasi Makna Kampidokang Pada Masyarakat Di Kota Makassar”

A.	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, adalah : 
1.	Bagaimana persepsi masyarakat terhadap gambaran perilaku bura’ne kampidokang ?
1.	Bagaimana masyarakat memaknai konsep kampidokang yang dulu dan yang sekarang?
1.	Apa faktor penyebab perubahan konsep kampidokang pada masyarakat Kelurahan Karunrung?

A.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan pembatasan dari perumusan masalah pokok di atas, tujuan penelitian ini antara lain diarahkan untuk:
1.	Mengetahui persepsi masyarakat terhadap gambaran perilaku bura’ne kampidokang.
1.	Mengetahui bagaimana masyarakat memaknai konsep kampidokang yang dulu dan yang sekarang.
1.	Mengetahui faktor penyebab perubahan konsep kampidokang pada masyarakat Kelurahan Karunrung.
A.	Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:
1.	Secara Teoritis:
Dari hasil penelitian diharapkan dapat diketahui bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat tentang gambaran perilaku suami atau bura’ne kampidokang, dan bagaimana masyarakat memaknai konsep kampidokang yang dulu dan yang sekarang serta faktor penyebab perubahan konsep kampidokang pada masyarakat Kelurahan Karunrung.
1.	Secara Praktis




























( Gambar 1. Kerangka Pikir)



































^1	 Marginalisasi, bentuknya seperti proses pemiskinan ekonomi, subordinasi bentuknya seperti anggapan tidak penting dalam keputusan politik, dan streotipe bentuknya seperti pelabelan negatif
^2	 Mansour fakih. 1996. Analisis gender dan transformasi sosial. Yogyakarta: pustaka belajar, hlm 12. 
^3	 Awal gerakan perempuan di dunia tercatat di tahun 1800-an. Ketika itu paraperempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan  oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Karenanya gerakan perempuan awal ini lebih mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu.Tokoh-tokoh perempuan ketika itu antara lain Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft. Bertahun-tahun mereka berjuang, turun jalan dan 200 aktivis perempuan sempat ditahan ketika itu. 
^4	  Koentjaraningrat. 1990. Konsep “evolusi organisasi kenegaraan”, pada buku Sejarah Antropologi II. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UIP), hlm. 198-199)
^5	 Sistem kekerabatan matrilineal merupakan system kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus keatas karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu. Sistem yang menganut kekerabatan ini misalnya masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo (Sumatera Selatan), Lampung Paminggir.
^6	 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, eksogami adalah prinsip perkawinan yg mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, golongan sosial, dan lingkungan tempat bermukim. Diakses di http://kbbi.web.id/endogami, pada 9 Januari 2015 pukul 11:20 WITA.
^7	 Sistem kekerabatan patrilineal merupakan system kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki/ayah saja, terus menerus keatas  karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah. Sistem yang menganut kekerabatan ini misalnya, masyarakat Alas (Sumatera Utara), Gayo, Tapanuli (Batak), Nias, Pulau Buru, PulauSeram, Lampung Pepadun, Bali, Lombok. 
^8	 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, endogami adalah prinsip perkawinan yg mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dl lingkungan sosialnya sendiri. Misalnya di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan tempat bermukim. Diakses di http://kbbi.web.id/endogami, pada 9 Januari 2015 pukul 11:20 WITA.
^9	 Koentjaraningrat. 1987. Sejarah Antropologi I. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UIP), hlm  38-39.
